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PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG FASILITAS PENCEGAHAN 
PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA 

  ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 26 ayat (5), Pasal 
35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O19 tentang 
Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 
Lainnya perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 
Lainnya. 

  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini  Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU 
No. 24 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 1997; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 36 
Tahun 2009;UU No. 23 Tahun 2014; sebagaiamana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 
25 Tahun2911; PP No. 40 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; 
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018; Permensos 
No. 9 Tahun 20217; Permendagri No. 12 Tahun 2019; Perda No. 12 Tahun 
2019; Perda No. 6 Tahun 2016; Perda No. 1 Tahun 2019. 

  - Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar petunjuk pelaksanaan 
Peraturan Daerah Sumatera Utara dalam mencegah, melindungi dan 
menyelamatkan masyarakat Sumatera Utara dari penyalahgunaan NAPZA serta 
memberikan pelayanan bagi pecandu, penyalahguna dan korban 
penyalahgunaan NAPZA. 
Ruang lingkup Peraturan Gubernur terdiri dari: 
a. fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
    gelap narkotika dan prekursor narkotika. 
b. pendampingan dal advokasi. 
c. sanksi. 
d. pembinaan dan pengawasan. 
e. monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

 CATATAN : -  Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Oktober 
2021, ditetapkan 6 Oktober 2021. 

  - Lampiran :  - 

 


